Journal of Integrative International Relations, 7:2 (2022) 53-64
Copyright © Department of International Relations UIN Sunan Ampel Surabaya
ISSN 2477-3557 (Print) 2797-0345 (Online)

DOI: 10.15642/jiir.2021.6.2.53-64

Peran Maryam Khatoon Molkara dan
Ayatollah Khomeini terhadap Akses
Teknologi Kesehatan (Operasi Perubahan
Kelamin) bagi Transgender dan
Transeksual di Iran

Madeline Kisariani Jahamou

Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas Airlangga, Surabaya
madelinejahamou@gmail.com

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian dari globalisasi dan strategi yang akan berfokus pada akses
teknologi kesehatan bagi para transgender dan transeksual di Iran. Konflik yang disebabkan oleh
perbedaan orientasi seksual merupakan sebuah isu yang paling berkembang pada masa
globalisasi seperti saat ini dalam masyarakat. Isu yang juga merupakan isu yang dikaji dalam
ilmu hubungan internasional ini memperlihatkan bagaimana peran pemerintah dalam
mewujudkan keamanan individu bagi masyarakatnya khususnya bagi para transgender dan
transeksual. Proses globalisasi yang turut berkontribusi pada perkembangan teknologi
kesehatanlah yang menjadi diksursus tersendiri dalam melihat isu transgender dan transeksual.
Berbeda dengan banyak negara yang masih melarang masyarakatnya untuk merubah jenis
kelamin, Iran memiliki kebijakan yang berbeda terkait perubahan jenis kelamin. Ini semua
berdasarkan alasan medis dan tertunya peran individu seperti Maryam Khatoon Molkara dan
juga Ayatollah Khomaini. Lebih lanjut lagi, tulisan ini akan mengkaji bagaimana peran individu
serta globalisasi dapat mewujudkan akses teknologi (Operasi Perubahan Kelamin) dilakukan
secara legal di Iran.
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Pendahuluan

Konflik dan kekerasan bahkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
merupakan sebuah isu yang paling berkembang pada masa globalisasi seperti
saat ini dalam masyarakat dan merupakan isu yang dikaji dalm ilmu hubungan
internasional. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa proses globalisasi telah
berkontribusi terhadap perkembangan penyebaran isu HAM di dunia saat ini.
Bahkan beberapa isu HAM telah menjadi isu yang berkembang pada tingkat
internasional, menjadi perhatian publik, dan (dalam beberapa kasus) telah
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menjadi salah satu isu penting dalam agenda setting negara dalam pembuatan
kebijakan dalam maupun luar negeri. Menurut Alison Brysk, salah satu
karakteristik utama dalam dunia kontemporer ini adalah globalisasi yang berarti
meningkatnya penetrasi negara, pasar, komunikasi, dan gagasan lintas batas.
Lebih lanjut lagi, Brysk menyatakan bahwa norma-norma dan lembaga-lembaga
internasional untuk perlindungan hak asasi manusia lebih berkembang daripada
titik sebelumnya dalam sejarah (Brysk, 2002).! Artinya, globalisasi merupakan
titik awal dari peingkatan dan perkembangan hubungan antar individu, lembaga,
dan negara secara lintas batas. Perkembangan isu HAM di tingkat nasional
maupun internasional memang didorong oleh proses globalisasi. Hingga saat ini,
terdapat 2 aktor utama yang melakukan aksinya agar terciptanya HAM, yaitu
aktor individu dan NGO (organisasi non pemerintah). Aktor-aktor ini hadir untuk
berkontribusi bagi pihak-pihak yang merasa hak mereka sebagai manusia tidak
terpenuhi secara utuh.

Pengertian HAM dalam pembukuan dari Universal Declaration of Human
Right menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap
manusia berkat pemberian Tuhan, sesungguhnya tidak dapat dipidahkan dari
hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan
yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi (Wilujeng, 2019).?
The Universal Declaration of Human Rights dinyatakan pertama kali padal0
Desember tahun 1948 dan merupakan awal dari terciptanya HAM di dunia oleh
lembaga PBB (United Nations, 2015)u. Dalam The Universal Declaration of Human
Rights terdapat 30 pasal regulasi substansi

HAM dalam konteks basic rights (hak-hak dasar), dan basic needs
(kebutuhan dasar) (OHCHR, 2016).> Dengan didorong oleh proses globalisasi,
individu dan NGO (yang memiliki kepentingan agar hak-hak mereka terpenuhi)
mampu mencapai tujuannya khususnya terhadap isu-isu HAM yang disuarakan.

Kejadian-kejadian ini dapat dilihat dari seseorang yang bernama Maryam
Khatoon Molkara yang melakukan aksi protes dihadapan Ayatollah Khomeini
(pemimpin Iran) untuk mendapatkan dukungan baginya dan komunitasnya dalam
mengakses teknologi kesehatan berupa operasi perubahan kelamin. Dari
penjelasan tersebt, penulis menarik satu pertanyaan penelitian yaitu bagaimana
komunitas transgender dan transeksual di Iran bisa mendapatkan akses terhadap
teknologi kesehatan berupa operasi perubahan kelamin? Dengan pernyataan
penelitian bahwa penulis percaya peran dari Maryam sebagai transgender
pertama dalam menggiring opini dan perspektif dari kepentingan kesehatan
komunitas transgender dan transeksual di Iran menjadikan kebijakan kesehatan
bagi komunitas ini diberikan oleh Ayotollah Khomeini. Hal ini juga karena adanya
peran pemerintah yang harus menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagai
perwujudan dari HAM rakyat khususnya dalam memberikan akses kesehatan. Hal
ini seturut dengan pemahaman bahwa setiap manusia lahir dengan membawa
hak asasi yang melekat dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi tersebut harus
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dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak (Ayu et al., 2013). Salah satunya
adalah bagi mereka para transgender dan transeksual.

Metode Penelitian

Tulisan ini akan melihat bagaimana akses terhadap teknologi kesehatan
bagi individu maupun komunitas dipenuhi oleh pemerintah. Dengan
menggunakan bagan pemikiran yang disusun oleh Frost dan Reich (2009), penulis
akan menganalisa akses teknologi kesehatan ini disebut 4 As yang meliputi
Architecture, Availability, Affordability, dan Adoption. Architecture merupakan
bagan pertama yang menaungi 3 As yang lain. Affordability akan melihat
bagaimana 3 aktor mulai dari Pemerintah, NGO, dan pengguna menyediakan
Akses teknologi kesehatan tersebut. Availability melihat bagaimana proses
manufaktur, perencanaan, pembelian, distribusi, dan pengiriman membantu
akses terhadap teknologi kesehatan. Yang ketiga adalah adoption yang meliputi
pengadopsian secara global, nasional, dari penyedia, serta pengguna dan
penggunaan yang sesuai (Frost & Reich, 2009).*

Pembahasan

Era modern ini dunia internasional telah mengalami banyak
perkembangan. Manusia telah mengalami banyak kemajuan, banyak penemuan-
penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia saat ini. Terutama globalisasi,
globalisasi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan
zaman yang dialami manusia sekarang. Globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2016) memiliki arti proses masuknya ke ruang lingkup dunia, yang
berarti globalisasi adalah proses masuknya sesuatu perkembangan baru ke dalam
dunia internasional. Globalisasi memudahkan untuk terjadinya pertukaran
informasi antar negara serta memudahkan penyebaran informasi lintas negara.
Globalisasi juga menjadikan negara seperti tidak memiliki batas antar negara satu
dengan negara lainnya.

Menurut Giddens (Baylish & Smith, 2004),> Globalisasi adalah
“Globalization is the intensification of worldwide social relations which link
distant localities in such a way that local happenings are shaped by events
occurring many miles and vice versa”. Lebih lanjut lagi, menurut Wasisto,
Munculnya wacana globalisasi dapat ditelisik dari essai Immanuel Kant pada
tahun 1795 tentang kedamaian abadi (perpetual peace) melalui penciptaan satu
sistem terintegrasi untuk seluruh bangsa di dunia (Jati, 2013).® Pandangan
tersebut bersumber pada pengalaman perang tak berkesudahan antar bangsa di
Eropa selama rentang waktu 1618-1648 yang berakhir pada traktat Wesphalia
dengan penegasan teritorialisasi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui
bahwa globalisasi merupakan proses yang menyebar seacra menyeluruh dan
mempengaruhi hubungan sosial serta menyebabkan perubahan di level lokal
walaupun terpisah dengan jarak yang jauh. Artinya proses globalisasi
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menyempitkan jarak antara para aktor yang melakukan interaksi sosial. Dari
interaksi tersebut, perubahan-perubahan vyang terjadi dalam masyarakat
globalpun dapat terjadi.

Perkembangan globalisasi menurut Mansbach yang berawal dari
perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi telah menjadikan
globalisasi sebagai proses yang tidak hanya berpusat pada perkembangan
teknologi informasi dan transportasi. Kecerdasan buatan dalam teknologi
kesehatan juga berkembang dengan baik pada saat ini. Penyempitan atau
hilangnya batasan negara dengan menghadirkan banyak aktor lain diluar negara
menjadikan perkembangan teknologi kesehatan sebagai teknologi yang
membantu kelangsungan hidup manusia. Teknologi kesehatan yang makin
berkembang pada era globalisasi nyatanya tidak dapat diakses oleh semua
masyarakat di dunia. Hal ini karena ada pembatasan bahkan larangan
penggunaan teknologi kesehatan berdesarkan nilai-nilai dan norma yang ada di
dalam masyrakat atau dalam negara tersebut. Hal ini disebut sebagai hambatan
dalam mengakses teknologi kesehatan.

Menurut Frost dan Reich, akses tidak hanya sebuah isu teknis yang
melibatkan proses logistik dari pengantaran teknologi dari pengusaha pabrik
kepada pengguna. Akses juga melibatkan nilai-nilai dari sosial, kepentingan
ekonomi dan proses politiknya. Akses juga menyediakan produk sebaik sebuah
leayanan dan tergantung pada bagaimana performa sistem kesehatan secara
praktis. Lebih lanjut lagi Frost juga menjelaskan bahwa akses bukanlah suatu
acara yang tunggal tapi merupakan proses yang berkelanjutan yang melibatkan
rangkaian aktifitas dan aktor sepanjang waktu (Frost & Reich, 2009).”
Permasalahan akses ini juga dialami oleh para transgender yang berada di Iran.

Perbedaan orientasi seksual seseorang merupakan sebuah isu yang terus
berkembang khususnya pada era globalisasi saat ini dalam masyarakat.
Keberadaan mereka yang termarginalkan menjadikan mereka membentuk
komunitas-komunitas baik di level nasional maupun internasional. Perbedaan
orientasi seksual dalam tulisan ini akan berfokus pada transeksual dan
transgender dan bukan ketertarikan individu dengan sesama jenis atau
perbedaan orientasi seksual lainnya. Menurut Bettcher, individu yang dapat
dikategorikan sebagai transgender adalah orang yang penampilannya tidak sama
dengan peranan gender yang telah diterima sejak dilahirkan, sedangkan
transeksual adalah individu yang secara hormonal atau pembedahan melakukan
perubahan terhadap alat kelamin dan tubuhnya (Ayu et al., 2013).8 Para individu
yang merasa dirinya adalah transgender atau transeksual baisanya berada dalam
kelompok LGBT atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Pada umumnya kelompok ini masih mendapatkan banyak kekerasan dan
diskriminasi dalam urusan kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan (KPPPA dan Pusat Penelitian Kesehatan Ul, 2015).
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Tapi berbeda dengan yang terjadi bagi transgender di Iran. Kebijakan
dibolehkannya operasi perubahan kelamin bagi para transgender nyatanya
diperbolehkan bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan adanya
kebijakan ini, membuktikan bahwa akses teknoloi kesehatan bagi transgender
sangat baik di negara Iran. Tidak hanya itu, pada tahun 2008 BBC melaporkan
bahwa kebijakan Iran ini menjadikan negara muslim ini sebagai negara kedua
setelah Thailand yang memperbolehkan operasi perubahan kelamin. Bahkan dari
tahun 2006-2014 tercatat sebanyak 1.400 pelamar yang meminta persetujuan
dilakukannya porses operasi ini setelah permerintah mempublikasikan
kebijakannya di media (Bagri, 2017).°

Sebagai negara yang menerapkan sistem hukum Islam, Iran telah banyak
berjuang melewati gejolak politik dalam negerinya. Dengan adanya Ayatullah
Khomeini, Revolusi Islam di Iran dapat terwujud. Terjadinya revolusi di Iran pada
tahun 1979 nyatanya menggemparkan seluruh dunia khsusunya dunia Islam itu
sendiri. Rezim yang sedang berkuasa pada saat itu yaitu Muhammad Reza Pahlevi
dan dinobatkan sebagai putra mahkota 25 April 1926 nyatanya berakhir hingga 1
Februari 1979 (Sujati, 2019).%°

Bangsa yang awal pemerintahannya diawali dengan pemerintahan dinasti
yang berlangsung selama 25 abad dan didukung oleh kekuatan Amerika Serikat
dan Inggris akhirnya dapat ditumbangkan dengan kekuatan dari massa yang
dipelopori oleh para

Mullah (Sumarno, 2020).! Negara Iran sendiri telah mengalami dua
Perubahan besar revolusioner pada abad kedua puluh. Yang pertama terjadi pada
tahun 1905 dimana terjadi revolusi Konstitusional yang berakar pada
nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme orang-orang Iran dan dipimpin oleh
cendekiawan modern. Suatu UndangUndang Dasar yang sekular akhirnya
berhasil disusun dalam revolusi ini. Revolusi yang kedua adalah revolusi yang
terjadi pada tahun 1979 dimana revolusi Islam Iran terjadi. Revolusi ini di ilhami
oleh nasionalisme Iran dan Islam. Dari revolusi ini ulama tradisional ditempatkan
sebagai penguasa politik yang paling utama di bawah undangundang yang agamis
pada tahun itu (Sujati, 2019).22 Ulama tradisional pada saat itu yang akhirnya
memiliki kuasa politik di Iran adalah Ayatollah Khomeini.

Di tengah revolusi Islam terjadi di Iran, ada satu kebijakan yang dikeluarkan
oleh Ayatollah Khomeini atau yang di sebut dengan Fatwa. Fatwa yang
menyatakan kelegalitasan kaum transgender untuk melakukan proses operasi
perubahan kelamin ini akhirnya menjadi dasar bagi seluruh kaum transgender
dan transeksual di Iran untuk mengakses teknologi kesehatan tersebut.
Dikeluarkannya fatwa ini merupakan sebuah sejarah dan fenomena yang menarik
dari negara muslim seperti Iran. Dikeluarkannya fatwa ini juga tidak terlepas dari
peran Maryam Khatoon Molkara. Maryam merupakan seorang aktivis
transgender dari negara Iran.
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Pertemuannya dengan Ayatullah Khomeini pada tahun 1982 inilah yang
menjadi titik terang bagi para kaum transgender dan transeksual yang berusaha
mencari keadilan dengan akses kepada tekonologi kesehatan (operasi perubahan
kelamin) ini. Dalam pertemuan tersebut, Maryam menceritakan bagaimana
percjuangannya dengan kondisi yang dialami. Mulai dari diskriminasi yang dia
alami hingga keaktifannya ketika menjadi tenaga medis ketika perang di Iran
terjadi (Darling, 2017).13 Setelah melakukan diskusi dengan para ahli medis dan
juga para ahli agama, Ayatullah Khomeini mengeluarkan fatwa yang tertulis
dalam Imam Khomeini’s Tahrir al-Wasila (Volume 4) (Kazmi, 2018). Fatwa ini
dikeluarkan sebagai bentuk dari responnya terhadap kondisi yang di alami
Maryam pada saat itu. Isi fatwa tersebut (yang telah di terjemahkan dari bahasa
arab ke bahasa inggris) adalah tidak ada hambatan secara Islam dalam operasi
perubahan kelamin, bila hal itu telah di setujui oleh dokter yang terpercaya
(Saeidzadeh, 2016).1* Dengan dikeluarkannya fatwa ini, para kaum transgender
dapat mengakses teknologi kesehatan dengan perlindungan hukum dan
pengurusan dokumen secara legal bagi masyarakat Iran. Sumber: OutRight
Transsexual Report in Iran (OutRight Action International, 2016)°

Pada persoalan akses teknologi kesehatan berupa operasi perubahan
kelamin di Iran bagi komunitas transgender dan transeksual dipengaruhi oleh
Affordability, Avaibality, dan Adoption. Pada aspek Affordability, keterlibatan
Ayatollah dan Maryam merupakan yang paling penting. Hal ini karena sifat
kepemipinan yang dimiliki oleh Ayatollah di Iran. Kepemipinannya dalam
menciptakan kebijakan melalui fatwa nyatanya memberikan banyak keuntungan
bagi komunitas transgender dan transeksual di Iran. Selain itu pendekatan yang
digunakan oleh Maryam untuk mengangkat isu ini juga berpengaruh terhadap
terjadinya akses teknologi kesehatan ini.

Maryam yang melakukan operasi perubahan kelamin diluar negeri melihat
adanya peluang untuk mengangkat isu ini ketika berjumpa dengan Ayatollah
pertama kali di Paris. Namun pertemuan pertama itu tidak memberikan pengaruh
secara langsung. Hingga akhirnya, pertemuan berikutnya di Iran yang
memberikan pengaruh yang signifikan. Penjelasan mengenai isu dan komunitas
ini kepada Ayatollah memberikan pandangan baru baginya bahwa hal ini
merupakan kondisi penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan
prosedur operasi. Akhirnya Ayatollah mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar
bagi seluruh komunitas transgender dan transeksual dalam menjalankan proses
perubahan kelamin tersebut. Tidak hanya disetujuinya prosedur operasi
perubahan kelamin saja. Identitas yang baru bagi komunitas transgender dan
transeksual dijamin pemerintah dan akan diakui secara legal.

Pada aspek Availability dalam akses teknologi kesehatan ini di Iran,
pemerintah menjamin adanya pengawasan ketat mulai dari awal perawatan
hingga didapatnya identitas baru bagi komunitas transgender dan transeksual di
Iran. Karena pemerintah menjamin hal itu maka perencanaan yang dilakukanpun
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cukup ketat dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang harus benar-benar
dilalui oleh individu yang akan melakukan prosedur perubahan kelamin. Tidak
hanya itu pembiayaan yang dibebankan oleh pemerintah terhadap pasien
tidaklah 100% tapi sebanyak 70% dari pengobatan dan perawatan akan
ditanggung oleh pemerintah. Lebih lanjut lagi bagi transgender dan transeksual
yang ingin melakukan prosedur operasi pergantian kelamin diluar negeri dengan
biaya sendiri akan dibantu pemerintah dalam pengurusan pergantian identitas
bila sudah kembali ke negara Iran. Ini menandakan bahwa manufaktur,
perencanaan, pembelian, distribusi hingga pengiriman untuk membantu individu
mendapatkan akses teknologi kesehatah perubahan kelamin telah dijamin
pemerintah sehingga tidak ada keraguan dari rakyat dan pemenuhan HAM
mereka dapat terwujud.

Pada aspek yang terakhir yaitu Adoption, akses teknologi kesehatan bagi
para transgender dan transeksual di Iran dianggap telah sesuai dengan prosedur
kesehatan yang ditetapkan oleh tenaga medis di Iran. Bahkan secara nasional
pengadopsian teknologi kesehatan ini tidak hanya berdampak bagi pengguna
tetapi juga pada masyarakat secara luas. Bagi keluarga pengguna yang melihat
akses ini sebagai jalan keluar bagi permasalahan transgender dan transeksual.
Lebih lanjut lagi ketika pemerintah dan tim medis telah menyatakan dapat
dilakukannya proses operasi pergantian kelamin itu artinya keluarga akan
mendampingi setiap pengguna teknologi kesehatan tersebut dan
memperlakukan mereka sesuai dengan identitas mereka yang terbaru. Tidak
hanya itu, penerimaan para identitas baru juga didampingin oleh para ulama dari
segi keagamaan. Hal ini dilakukan agar setiap pengguna teknologi kesehatan
tersebut tidak merasa terbebani dengan identitas yang baru maupun status
mereka sebagai transgender dan transeksual di negara yang religius tersebut.

Dari ketiga aspek tersebut yang menciptakan terjadinya akses terhadap
teknologi kesehatan berupa operasi perubahan kelamin di Iran bagi para
transgender dan transeksual, aspek Affordability adalah aspek yang paling
menonjol pada proses terbentuknya kebijakan akses teknologi kesehatan
tersebut. Hal ini karena adanya peran pemerintah yang menjamin kesehataan
bagi masyarakatnya dapat dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan
pemerintah dapat menunjang secara medis bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut ~ WHO, dengan peran pemerintah yang memperkuat sistem
kesehatannya maka pemerintah akan mencapai tujuan dari peningkatan
kesehatan, mengurangi ketidakseimbangan kesehtan, menjamin keadilan dalam
pembiayaan kesehatan dan mampu mersepon apa yang dibutuhkan oleh
masyarakatnya (Technical discussions: The role of government in health
development, 2006).* Dengan adanya kebutuhan para kaum transgender dan
transeksual di Iran yang disuarakan oleh Maryam, maka pemerintah Iran melalui
Ayatullah mewujudkannya. Selain peran pemerintah, aktivis, para pengguna, dan
masyarakat di Iran, proses globalisasi yang membawa Media Masa sebagai
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instrumen terbentuknya opini dan kebijakan juga memberikan dampak terhadap
akses teknologi kesehatan ini.

Proses globalisasi tidak lepas dari adanya kemajuan di bidang teknologi
informasi dan transportasi. Salah satu kemajuan tersebut adalah pekembangan
dari tekonologi informasi di bidang media massa. Pada dasarnya, dilihat dari kaca
mata sosial, manusia membutuhkan satu sama lain. Kedudukan manusia dalam
tatanan sosial hanya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai makhluk individu dan
makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia berkomunikasi satu dengan yang
lainnya untuk berinteraksi agar mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya.
Sedangkan sebagai mahkluk individu, manusia melakukan kebiasaan dan
rutinitasnya yang dilakukan secara pribadi. Atas dasar kebutuhan tersebut,untuk
mempermudah menjalankan rutinitas sehari-hari manusia berupaya mencari
dan menciptakan sistem dan alat untuk saling berinteraksi, mulai dari gambar
(bentuk lukisan), isyarat (tangan, asap, dan bunyi), huruf, kata, kalimat, tulisan,
surat, sampai dengan telepon dan internet. Usaha untuk saling berinteraksi satu
sama lain itulah yang akhirnya berkembang menjadi istilah Teknologi Informasi
(Suryana, 2012)."

Maka dari itu, seiring dengan fenomena globalisasi, teknologi informasi
menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam transformasi kehidupan manusia,
mulai dari kegiatan ekonomi, masyarakat, bahkan dalam pemerintahan
sekalipun. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dirasa
mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena
dengan berkembangnya teknologi informasi, perekonomian suatu negara mulai
memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa
berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya.
Saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi, berbagai aplikasi tercipta untuk
memfasilitasinya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi
perkembangan teknologi informasi maka semakin tinggi pula pertumbuhan
ekonomi negara tersebut (Mohanty, 2017).1® Media massa merupakan sarana
masyarakat untuk mendapatkan informasi, sehingga media massa memiliki fungsi
dan peranan yang besar dalam emmbagikan informasi kepada audiensnya
(sebutan untuk para konsumen dari media) (Rivers et al., 2008). Dari pengertian
tersebut dapat diketahui bahwa media massa di masa globalisasi seperti
sekarang, menjadi aktor yang cukup penting bagi manusia apalagi dalam
hubungan internasional. Dengan berkembangnya tekonolgi yang memudahkan
penyajian berita dan informasi secara real-time, menjadikan media sebagai
konsumsi utama public dan seringkali menjadi pertimbangan penting bagi para
pembuat kebijakan.

Media dan hubungan intenasional memliki hubungan timbal-balik, aksi
reaksi antar satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena media memliki
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pengaruh dalam perumusan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara tekait isu
tertentu. Dalam teori imperialism menurut Johan Galtung, media adalah
instrument dari elit politik egara maju untuk mendominasi negara berkembang
(Galtung, 1971). Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu, media dapat menjadi
aktor penting dalam hubungan internasional ketika media, pertama, sanggup
merubah kebijakan luar negeri suatu negara atu mengubah agenda seeting dalam
hubungan internasional. Kedua, sanggup memprovokasi dalam aksi-reaksi bagi
pembuat kebijakan atau aktor internasional. Ketiga, sanggup mampu
mempengaruhi opini publik tentang keputusan terkait suatu fenomena di
hubungan internasional (Yordania, 2012). *°

Pada kasus akses teknologi kesehatan berupa operasi kelamin bagi para
transgender dan transeksual di Iran, media massa memberikan dampak bagi
dunia internasional dalam melihat arah kebijakan Iran sebagai arah yang lebih
baik bagi HAM. Pemberitaan di media online maupun media cetak yang menilai
Iran sedang melakukan langkah ekstrim menjadikan Iran sebagai negara religius
pertama yang mementingkan HAM. Namun dilain sisi, terdapat dampat yang
kontra terhadap kebijakan tersebut. Pendapat-pendapat tersebut muncul dari
kelompok LGTBQ+ yang tidak ingin melakukan operasi perubahan kelamin. Tidak
ingin dilakukannya operasi kelamin bagi orang-orang ini karena mereka
menganggap bahwa yang terjadi pada diri mereka bukanlah suatu kelainan
ataupun penyakit yang dapat disembuhkan dengan dilakukannya prosedur
operasi kelamin.

Kesimpulan

Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengakses
suatu teknologi kesehatan, peran pemerintah dan juga pengguna harus memiliki
kemampuan untuk menydiakan akses tersebut. Dalam kasus akses teknologi
kesehatan bagi para transgender dan transeksual di Iran ditemukan bahwa peran
Maryam sebagai pengguna yang membutuhkan akses teknologi tersebut dan
peran Ayatullah sebagai pemerintah yang menyediakan akses teknologi tersebut
bahkan menjamin keamanan dan keamanan penggunaan alat kesehatan tersebut
akhisnya membantu banyak kaum transgender dan transeksual bila
membutuhkan operasi perubahan kelamin. Pandangan masyarakat internasional
terhadap proses inipun menjadikan Maryam dan Ayatollah sebagai tokoh utama
dalam terwujudnya fatwa dan kebijakan terhadap akses kesehatan bagai para
tarnsgender dan transeksual di Iran melalui proses operasi perubahan kelamin.
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